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 ABSTRAK 
Semakin majunya perekonomian suatu Negara, maka akan dibarengi juga 
dengan bertambahnya perilaku konsumtif masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhannya. Hal ini dapat dilihat dengan mulai berkembangnya minimarket 
seperti Alfamart dan Indomaret yang dapat kita temukan hampir di setiap jalan-
jalan yang ramai dengan lalu lalang kendaraan. Namun, disamping 
mempermudah dalam memenuhi kebutuhan, berkembangnya minimarket ini 
pun memberi dampak yang cukup besar bagi para pemilik warung yang sudah 
lama berada di sekitar tempat berdirinya minimarket. Salah satunya yaitu 
berkurangnya pelanggan dikarenakan mereka lebih memilih berbelanja di 
minimarket, dimana selain barang yang mereka butuhkan lebih lengkap, dan 
juga seringnya minimarket mengadakan diskon-diskon yang membuat mereka 
tergiur, sehingga mereka lebih tertarik pergi ke minimarket. Upaya pun 
dilakukan Pemerintah dengan maksud untuk mengatur dan menata usaha yang 
ada pada suatu wilayah sebagai langkah untuk melindungi pasar rakyat, usaha 
mikro kecil dan menengah berdasarkan prinsip keadilan dan persaingan sehat 
yaitu dengan melakukan penataan. 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah Peraturan Walikota 
Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan 
Minimarket dilaksanakan dengan baik? Bagaimana pandangan hukum Islam 
terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai pemberian 
izin terhadap usaha minimarket? 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena 
penelitian ini tidak menggunakan sistem perhitungan dan tidak menggunakan 
data angka. Dan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, 
wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap para pedagang yang 
merasakan dampak dari banyaknya supermarket. Observasi dilakukan yaitu 
dengan mengamati secara langsung dampak dari supermarket di wilayah 
tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar 
Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket 
belum terlaksana dengan baik di Kelurahan Tanjung Senang, dikarenakan ada 
pelanggaran mengenai peraturan jarak antar minimarket dengan minimarket, 
dan minimarket dengan pedagang eceran yang tidak sesuai dengan peraturan 
yang ditetapkan, serta dampak yang ditimbulkan dari pendirian minimarket 
yaitu beralihnya pembeli ke minimarket dan berkurangnya pendapatan 
pedagang eceran. Pandangan hukum Islam terhadap kebijakan Pemerintah 
Kota Bandar Lampung mengenai pemberian izin terhadap usaha minimarket 
menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak yaitu pedagang eceran. 
Berhubungan dengan salah satu pihak ada yang dirugikan, maka kemaslahatan 
tidak akan terwujud. 
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MOTTO 
 
 
 َي َأ َ ي َه َلاَا
 َذ َي َنَ َء َما َ ن َوَ لا ََ َأ َك َل َاوََ أ َم ََو ل َك َمَ َ ب َ ي َن َك َمََ ب َلا َب
 َط َلََ إَ ل َأَ َنََ  َك َو َنَ َ ت ََر ة َع َنَ َ َ ر َضاَ ََم ن َك َمَ  َۚ
 َوَ ل َ َ َق َ ت َل َو َأَا َ ن َف
 َس َك َمَ  ََۚ إ َنَ َللاََ َك َنََ ب َك ََم ر
 َح َي َما  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan jangan lah kamu 
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” 
 (Q.S An-Nisa ayat (4) :29). 
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DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
  
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
  Untuk menghindari kesalahfahaman dan lebih memfokuskan dari 
pembahasan yang dimaksud dengan menghindari penafsiran makna yang 
berbeda, maka penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan dengan 
memberi arti beberapa istilah yang ada di dalam judul skripsi ini. Judul skripsi 
ini adalah “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALI NO.11 
TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN USAHA MINIMARKET”. 
  Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu di tegaskan 
yaitu sebagai berikut: 
1. Analisis Hukum Islam 
Analisis Hukum Islam yaitu penguraian suatu pokok dan penelaahan 
bagian itu sendiri, yang di pahami dan di gali dari sumber-sumber 
(Alquran dan Hadis) dan dalil-dalil syara’ lainnya (berbagai metode ijtihad 
lainnya).
1
 
2. Perwali No.11 Tahun 2012 
Perwali atau Peraturan Walikota adalah jenis Peraturan Perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Walikota, peraturan perizinan pendirian 
minimarket yang dibuat oleh Pemerintah di Kota Bandar Lampung sebagai 
                                                             
1
G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karina), h. 
36. 
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suatu tindakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam tujuan 
memajukan bidang perdagangan dan jasa. 
3. Kebijakan Usaha Minimarket 
Kebijakan menurut amara raksasataya adalah sebagai suatu taktik dan 
strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan.
2
 Suatu kebijakan 
yang dibuat oleh Pemerintah untuk penataan dan pendirian minimarket. 
B. Alasan Memilih Judul 
  Adapun hal-hal yang mendorong penulis untuk membahas judul skripsi ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Secara Obyektif 
Di Bandar Lampung Bisnis minimarket ini berkembang pesat sampai 
ke pelosok kota dan kecamatan, yang mengakibatkan tergusurnya 
pendapatan para pedagang kecil disekitarnya.  
Pada satu sisi peran Pemerintah sangat penting dalam hal ini demi 
melindungi usaha pedagang kecil. Oleh karena itu Pemerintah 
mengeluarkan kebijakan mengenai minimarket yaitu Peraturan Walikota 
Bandar Lampung Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan 
Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung, yang mana bahwa 
berkembangnya bisnis pasar modern dikhawatirkan dapat mematikan 
usaha kecil dan menengah (UKM), untuk itu keberadaan pasar modern ini 
perlu ditata dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
                                                             
2
AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 17 
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sehingga perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik dan estetika 
kota dapat terwujud. 
Pada sisi lain dalam hukum Islam dinyatakan bahwa Pemerintah 
dalam memberikan keputusan harus berpihak kepada kepentingan rakyat. 
Karena itu jika pemberian izin berdampak pada kerugian yang dialami 
oleh pedagang-pedagang kecil maka izin tidak boleh dikeluarkan. Para 
pedagang kecil ini menempati jumlah mayoritas. 
Maka dari sini penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana 
kebijakan mengenai usaha minimarket dan bagaimana analisis hukumnya 
dalam Islam serta dampak yang ditimbulkan dari hadirnya minimarket 
bagi usaha eceran dan grosir. 
2. Secara Subyektif 
Penelitian ini di dukung dengan literature yang memadai sehingga 
memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan tepat waktu yang 
direncanakan. Selain itu judul yang diangkat oleh penulis berkaitan dengan 
jurusan yang penulis ambil, yaitu Mu’amalah sehingga sesuai dengan 
disiplin ilmu yang penulis tekuni saat ini. 
C. Latar Belakang 
 Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual 
berbagai jenis barang secara eceran. Toko modern dibedakan menjadi 
minimarket, supermarket, hypermarket, department store dan perkulakan. 
Minimarket, supermarket dan hypermarket menjual barang konsumsi terutama 
produk makanan dan produk rumahtangga lainnya secara eceran. Department 
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store menjual barang konsumsi utamanya produk sandang dan 
perlengkapannya secara eceran. Perkulakan menjual secara grosir barang 
konsumsi. 
 Minimarket memiliki luas lantai yang paling kecil di antara jenis-jenis 
toko modern, yaitu kurang dari 400 m2. Minimarket memberikan kelengkapan 
dan kesediaan produk yang dijual, kualitas yang dijual, kesan terdapat produk-
produk import, kesan terdapatnya produk-produk yang baru dipromosikan, 
potongan harga (discon) yang diberikan, terdapatnya paket-paket khusus 
dengan harga untuk memudahkan dalam mencari produk sehingga membuat 
para konsumen tertarik berbelanja ke minimarket.  
 Kehadiran minimarket di Indonesia mengalami perkembangan yang 
terbilang pesat. Di kota-kota besar minimarket saling berjejer, satu sama lain 
berjarak tak begitu jauh. Perkembangan minimarket ini pada awalnya hanya 
ditemui di jalan-jalan utama kota Bandar Lampung. Namun kini minimarket 
bahkan sudah merambah ke perumahan atau pemukiman penduduk bahkan 
hampir ke pelosok-pelosok desa. 
Di satu sisi, minimarket memang memudahkan para konsumen, minat 
masyarakat untuk berbelanja di minimarket juga meningkat karena adanya 
pendapat bahwa minimarket lebih rapi, bersih dan praktis. Namun, di sisi lain 
kehadiran minimarket ini bagai mimpi buruk bagi para pedagang kecil. 
Kenyataan tersebut menyudutkan pedagang tradisional baik berupa pasar, kios, 
warung, maupun toko. Keterbatasan modal, sumber daya manusia dan 
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lemahnya keterampilan manajemen usaha membuat daya saing mereka 
semakin terpuruk dan tertekan oleh industri minimarket. 
Dengan keberadaan minimarket di Indonesia dikhawatirkan dapat 
mengancam pasar rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah. Satu demi satu 
akhirnya tak mampu bersaing dan menutup tokonya. Ini tentu saja membuat 
sebagian kalangan khawatir mengingat minimarket dimiliki oleh para pemodal 
besar, beda dengan toko kelontong yang umumnya dimiliki oleh masyarakat 
kecil. Ada banyak jenis usaha yang dapat digolongkan sebagai usaha kecil dan 
menengah, salah satunya adalah pedagang eceran. Pedagang eceran ini sudah 
lama ada dan berkembang di Indonesia, usaha ini juga banyak dijumpai baik 
dari daerah perkotaan hingga pedesaan dan umumnya terletak di dekat kawasan 
pemukiman penduduk agar memudahkan masyarakat untuk membeli. 
Pedagang eceran bisa menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat mulai dari 
kebutuhan pokok, makanan kemasan, peralatan mandi hingga obat-obatan. 
Upaya pun dilakukan Pemerintah dengan maksud untuk mengatur dan 
menata usaha yang ada pada suatu wilayah sebagai langkah untuk melindungi 
pasar rakyat, usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan prinsip keadilan 
dan persaingan sehat yaitu dengan melakukan penataan. Selain itu juga 
penataan ini memiliki tujuan untuk membangun kemitraan antara pasar rakyat, 
usaha mikro kecil dan menengah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat 
dengan mensinergikan usaha ekonomi pasar rakyat dengan toko modern. 
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Terkait dengan upaya mengatur dan menata usaha pada suatu wilayah, 
Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai toko modern diatur dalam Perpres 
No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern. Pengertian toko modern menurut Pasal 1 
angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, 
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, 
Supermarket, Departement Store, Hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk 
Perkulakan. Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial 
ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar 
tradisional yang telah ada.
3
 
Kota Bandar Lampung merupakan kota yang memiliki penduduk sekitar 
1.251.642 jiwa dengan mata pencaharian paling besar berada di sektor 
perdagangan.
4
 Oleh karenanya kota Bandar Lampung diarahkan untuk menjadi 
kota perdagangan. Untuk mewujudkan kota Bandar Lampung agar menjadi 
kota perdagangan maka perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai. 
Untuk itu kota Bandar Lampung memerlukan infrastruktur yang lebih baik, 
infrastruktur ini mencakup ruang-ruang aktifitas bagi masyarakat seperti ruang 
perdagangan yang baik. 
Pemerintah Bandar Lampung bersama Badan Penanaman Modal (BPMP) 
kota Bandar Lampung telah menyusun prosedur atau pedoman pendirian 
minimarket, salah satunya adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 
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Pasal 4 ayat (1) Perpres 112 tahun 2007 
4
www.bandarlampungkota.bps.go.id diakses pada 6 Februari 2019 Pukul 21.12. 
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11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket pada pasal (2) 
huruf h yaitu pada lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan maksimal 
4 (empat) unit minimarket dalam radius 200 meter dengan jarak antar lokasi 
minimal 500 (lima ratus) meter, dan huruf i yaitu usaha minimarket harus 
berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Pasar Tradisional  dan 
berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari warung/pedagang eceran 
yang berlokasi pada jalan kolektor.
5
 
Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan surat perizinan 
pendirian minimarket sebagai rangkaian kegiatan pembangunan untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan yaitu masa depan yang lebih baik. Untuk itu 
salah satu programnya adalah mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai 
pusat jasa dan perdagangan berbasis pada ekonomi kerakyatan. 
D. Fokus Penelitian 
1. Fokus Penelitian 
Fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai dampak kehadiran minimarket 
bagi pedagang eceran di Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung. 
2. Batasan Penelitian 
Agar tidak timbul permasalahan-permasalahan yang menyimpang maka 
penulis membatasi penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi yaitu 
“Analisis Hukum Islam Terhadap PERWALI No.11 Tahun 2012 Tentang 
Kebijakan Usaha Minimarket”. 
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Sudarno Eddi. Perwali No. 17 Tahun 2009 “Tentang Penataan Minimarket”. Berita 
Daerah Kota Bandar Lampung. Diakses pada tanggal 6 Februari 2019 Pukul 22.08. 
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E. Rumusan Masalah 
  Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka hal yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Apakah Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kelurahan Tanjung 
Senang dilaksanakan dengan baik, dan apakah dampak Kebijakan 
Pemerintah tersebut terhadap pedagang eceran? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kebijakan Pemerintah Kota 
Bandar Lampung mengenai persyaratan dan penataan minimarket? 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar 
Lampung Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Persyaratan dan Penataan 
Minimarket dilaksanakan dengan baik. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 
Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai pemberian 
izin terhadap usaha minimarket. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
a. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya Khazanah 
keilmuan Ilmu Pemerintahan dan menambah wawasan bagi penulis 
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dan para pembaca pada umumnya mengenai Kebijakan Pemerintah 
Bandar Lampung tentang persyaratan dan penataan minimarket sesuai 
dengan Hukum Islam. 
b. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan informasi dan 
masukan kepada instansi pemerintah dalam hal membuat kebijakan 
yaitu Walikota dan Implementer yang terkait. 
c. Pedagang kecil, penelitian ini diharapkan dapat membantu pedagang 
kecil dalam menemukan titik tengah terkait masalah ketimpangan 
pendapatan antara minimarket dan pedagang kecil, sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan pedagang kecil. 
G. Signifikansi Penelitian 
1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu 
pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis 
berikutnya, dan dapat memberikan titik tengah bagi para pedagang kecil di 
Kelurahan Tanjung Senang terkait masalah ketimpangan pendapatan 
dengan minimarket. 
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir 
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN 
Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
  Metode adalah salah satu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan 
10 
 
 
 
penelitian adalah penelitian yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah 
yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta.
6
 
  Metode penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan 
terorganisasi. Arti sistematis dan terorganisasi menunjukkan bahwa untuk 
mencapai tujuan, maka penelitian dilakukan dengan cara-cara tertentu yang 
sudah daitur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan 
pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode dipergunakan dalam 
langkah-langkah suatu proses penelitian.
7
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), artinya suatu 
penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.
8
 
Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan, yaitu pada Kelurahan 
Tanjung Senang Bandar Lampung untuk mencari data tentang bagaimana 
dampak dari hadirnya minimarket bagi pedagang eceran dan grosir di 
Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menjelaskan tentang 
permasalahan sesuai dengan fakta, dan menilai secara objektif data yang di 
kaji kemudian menganalisis data tersebut dalam Hukum Islam. Deskriptif 
                                                             
6
Cholid Norobuko dan Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1997), 
h.1. 
7
Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: 
Rajagrafindo Persada, 2010), h.7. 
8
Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research social, (Bandung: Alumni, 1986), h. 
15. 
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yang di maksud yaitu untuk mendapatkan sarana-sarana mengenai sesuatu 
yang di lakukan dalam mengatasi masalah tertentu. 
3. Data dan Sumber Data 
Data-data dalam penelitian ini termasuk data sekunder, yaitu data-data 
yang bersumber dari sumber-sumber bacaan. Data sekunder ini terdiri dari 
bahan hukum primer, bahan hukum sekinder dan bahan hukum tersier. 
a. Bahan Hukum Primer 
Yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan, yakni 
penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. 
Data primer ini diperoleh langsung dari para pedagang grosir dan 
eceran di Kelurahan Tanjung Senang Bandar Lampung. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. 
Bahan hukum sekunder penulis peroleh dari referensi, buku-buku atau 
tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini; 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier antara lain, yaitu Kamus Besar Bahasa 
Indonesia dan Ensiklopedia. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
12 
 
 
 
Yaitu keseluruhan objek penelitian mungkin berupa manusia, 
gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya 
yang menjadi objek penelitian.
9
 
Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah masyarakat 
yaitu para pedagang eceran dan grosir yang merasakan dampak dari 
hadirnya minimarket. 
b. Sampel 
Sampel yaitu contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari 
keseluruhan objek yang diteliti.
10
 Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah diambil dari beberapa populasi dan digunakan 
sebagai objek penelitian. 
Sebagaimana dikatakan oleh Suharsimi Arikunto bahwa jika 
populasi tersebut kurang dari 100 orang maka sampel yang digunakan 
adalah sebanyak populasi yang ada. Karena populasi yang ada kurang 
dari 100 maka diambil semua dan dijadikan sampel penelitian, maka 
sampel penelitian ini berjumlah 10 orang. Jadi penelitian ini adalah 
peneltian populasi. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 
atas fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas, 
observasi sebenarnya merupakan pengamatan yang dilakukan baik 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 199. 
10
Ibid, h. 198. 
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secara langsung maupun tidak langsung.
11
 Observasi ini dilakukan 
dengan mengamati langsung dampak dari hadirnya minimarket bagi 
pedagang eceran dan grosir di Kelurahan Tanjung Senang Bandar 
Lampung. 
b. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh seorang 
peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis, buku, majalah, 
dokumen, peraturan-peraturan, notulen atau rapat, catatan harian, surat 
kabar dan sebagainya.
12
 
c. Interview 
Metode interview yaitu bertukar informasi atau ide melalui tanya 
jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik 
tertentu.
13
 Proses memperoleh data atau keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab, dengan bertatap muka antara si 
penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden 
dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guied (panduan 
wawancara).
14
 Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara 
langsung kepada pihak-pihak terkait seperti masyarakat Kelurahan 
Tanjung Senang yang berprofesi sebagai pedagang eceran dan grosir. 
6. Teknik Pengolahan Data 
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Apabila semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola 
data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Editing, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-
bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu 
cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses 
berikutnya. 
b. Sistemating, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau 
bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan 
beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.
15
 
7. Analisis Data 
Selanjutnya setelah data diperoleh dianalisa secara kualitatif yaitu 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.
16
 Analisis 
deskriptif kualitatif ini dipergunakan dengan mengurangi dan merinci 
kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai 
jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan 
berfikir induktif dan deduktif. 
a. Induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta peristiwa yang 
konkrit, kemudian dari fakta-fakta peristiwa yang konkrit tersebut 
ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Maksud 
dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari 
lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau khusus yang berkaitan terjadi 
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dalam hal ini adalah fakta tentang dampak hadirnya minimarket bagi 
para pedagang eceran dan grosir di Kelurahan Tanjung Senang. 
b. Deduktif yaitu suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang 
umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Berkaitan dengan 
skripsi ini adalah metode deduktif digunakan pada saat penulis 
mengumpulkan data-data, baik data-data dari lapangan tentang konsep, 
teori atau kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai 
pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian. 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Peraturan Daerah 
1. Pengertian Peraturan Daerah  
Pengertian peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
ketentuan  yang harus dijalankan dan dipatuhi yang dibuat untuk mengatur 
atau menata sesuatu dengan aturan.
1
 
Sedangkan secara umum pengertian peraturan adalah patokan yang 
dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup / 
organisasi tertentu yang jika dilanggar akan dikenakan hukuman / sanksi. 
Karena jika tidak ada peraturan, maka antar manusia dalam kehidupan 
bermasyarakat bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali dan sulit 
untuk diatur.
2
 
S. F. Masbun (2006) memberikan pengertian bahwa Peraturan adalah 
merupakan hukum yang in abstracto atau general norms yang sifatnya 
mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal 
yang bersifat umum (general).
3
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Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:2001), h. 59. 
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Selanjutnya Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah yaitu :
4
 Daerah Otonom yang selanjutnya 
disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan 
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Jadi Peraturan Daerah secara sederhana adalah peraturan yang berlaku 
pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 
berlakunya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah di 
definisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala 
Daerah.
5
 
Peraturan daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah 
yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislative sebagai 
pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah 
tangga daerahnya.
6
 Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut 
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Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 
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Sunarno Siswanto, Hukum Pemerintahan di Indonesia…, h.37. 
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Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda 
Kabupaten/Kota.
7
 
a. Kedudukan Peraturan Daerah 
Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-
undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 
berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai 
kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional 
yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
b. Fungsi Peraturan Daerah 
Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu: 
1) Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah 
dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah. 
2) Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi. 
Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki 
Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Daerah 
tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi. 
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3) Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur 
aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap 
dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
4) Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan 
daerah.
8
 
c. Hierarki Peraturan Daerah 
Hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia, pada saat ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa 
“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan” terdiri atas: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2) Ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat; 
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang; 
4) Peraturan Pemerintahan; 
5) Peraturan Presiden; 
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah mencakup 
Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Mengingat lingkup berlakunya Peraturn Daerah hanya terbatas pada 
daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan 
Menteri mencakup seluruh  wilayah Negara Republik Indonesia, maka 
dalam hierarki, Peraturan Menteri berada di atas Peraturan Daerah.
9
 
2. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa 
kedudukan yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah 
dalam penyelenggarakan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai 
Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan mejadi mitra dari 
Pemerintah Daerah. Sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau 
pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang DPRD antara lain: 
10
 
a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk 
mendapat persetujuan bersama; 
b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah; 
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Ibid., h.9. 
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Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum 
U11, 2001), h.70 
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c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati 
dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan 
Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah; 
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi 
DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 
bagi DPRD Kabupaten/Kota; 
e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan 
Wakil Kepala Daerah; 
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah 
terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah; 
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah 
dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; 
i. Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah; 
j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; 
k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan 
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. 
Pada masa pemerintahan Orde Baru, ada usaha yang dilakukan secara 
sistematik untuk menjadikan DPRD tidak berfungsi sebagai badan 
22 
 
legislative. Kemudian dalam aspek lain yang umumnya dilakukan dalam 
rangka melemahkan kedudukan DPRD adalah melalui mekanisme control 
terhadap lembaga tersebut. Kontrol dapat dilakukan melalui dua acara 
yang sangat efektif
11
. Pertama, dialukan mealui mekanisme internal di 
dalam lembaga DPRD. Di daerah ada mekanisme yang tidak tertulis, tetapi 
sangat mewarnai interaksi antara DPRD dengan Kepala Daerah, yaitu 
mekanisme setengah kamar ataupun dengan satu kamar. Kedua, Recalling, 
jalan terakhir yang dilakukan oleh Kepala Daerah untuk anggota DPRD 
yang kritis adalah dengan menyingkirkannya dari kelembagaan tersebut, 
yang sangat popular dikenal sebagai recalling. 
Sehubungan dengan itu ada perbedaan yang mendasar apa yang diatur 
dalam UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 22 Tahun 1999, khususnya 
yang menyangkut tugas dan wewenang DPRD dalam membentuk Perda 
UU No.22 Tahun 1999 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda sebagai 
berikut
12
: 
a. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD; 
b. Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi tugas 
pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi; 
c. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain 
atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
                                                             
11
Syaukani, Affan Gaffar dan M. Ryass Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara 
Kesatuan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama dengan PUSKAP, 2002), h.244. 
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d. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan 
hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda 
sebanyak enam juta rupiah; 
e. Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran 
daerah; 
f. Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran 
daerah; 
g. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik 
pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah). 
Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan 
Undng-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip pembentukan 
Perda ditentukan sebagai berikut: 
a. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan 
bersama DPRD; 
b. Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas 
pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-
masing daerah; 
c. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
d. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan; 
24 
 
e. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis 
dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda; 
f. Perda dapat memuat keuntungan beban biaya paksaan penegakan 
hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 
g. Peraturan Kepala Daerah dana tau Keputusan Kepala Daerah 
ditetapkan untuk melaksanakan Perda
13
; 
h. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah; 
i. Perda dapat menunjukkan pejabat terentu sebagai pejabat penyidik 
tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda); 
j. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala 
Daerah dalam Berita Daerah. 
3. Dasar Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah 
Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat 
pembenaran (rechtvaarding) yang dapat diterima jika dikaji secara 
filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (idea der 
waarheid), dan cita-cita keadilan (idea der gerechtigheid), serta cita-cita 
kesusilaan (idea der zedelijkheid).
14
 
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menerangkan, “Pemerintahan Daerah 
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. 
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Untuk membuat suatu perda, sudah seharusnya memerhatikan 
landasan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan perundang-
undangan daerah dalam hal ini perda, paling tidak memuat tentang 
landasan filosofis, landasan yuridis, landasan politis dan landasan 
sosiologis. Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu landasan atau ide 
yang menjadi dasar cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan 
pemerintah dalam suatu rancangan perda.
15
 Misalnya di Indonesia adalah 
Pancasila yang menjadi dasar filsafat peraturan perundang-undangan 
pemrintah daerah. Pada prinsipnya tidak ada peraturan daerah yang 
bertentangan dengan prinsip dasar filsafat Pancasila.
16
 
Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum 
(rechtsground) bentuk pembuatan suatu peraturan pemerintah daerah. 
Selanjutnya terbagi dalam tiga segi, yaitu:
17
 
a. Landasan yuridis segi formal, landasan yang memberi kewenangan 
bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu. 
b. Landasan yuridis segi material, landasan yuridis segi isi atau materi 
sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. 
c. Landasan yuridis segi teknis, landasan yuridis yang memberi 
kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu 
mengenai tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan 
tersebut. 
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Selanjutnya, landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik yang 
menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan 
ketatalaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara 
landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar 
bagi kebijaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta 
mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
18
 
B. Peraturan Walikota 
1. Pengertian Peraturan Walikota 
Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, mengartikan bahwa peraturan 
merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan 
dilaksanakan. Jadi, kita harus mentaati peraturan agar semua menjadi 
teratur dan orang akan merasa nyaman. Peraturan adalah tindakan yang 
harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan
19
. 
Walikota merupakan kepala pemerintahan kota yang bertugas 
melaksanakan kebijakan daerah kota dan peraturan undang-undang 
lainnya. Sebagai kepala pemerintah di tingkat kota, Walikota bersama 
DPRD kota menjalankan kebijakan-kebijakan daerah. Walikota dalam 
melaksanakan tugasnya mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui 
DPRD kota. 
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http://www.lepank.com/2012/08/pengertian peraturan menurut beberapa 
ahli.html?m=1.diakses pada 10 September 2019. 
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Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Peraturan Walikota adalah 
jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota. 
Di era otonomi, Walikota memiliki peranan yang sangat penting 
dalam membuat kebijakan strategis. Realitas yang terjadi saat ini, tidak 
jarang kewenangan tersebut dilaksanakan tidak selaras bahkan 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
(vertical) atau peraturan perundang-undangan yang sama (horizontal). 
Oleh karenanya, Kepala Daerah (walikota) dan DPRD kota dalam 
membentuk peraturan daerah harus selalu memperhatikan asas 
pembentukan dan asas materi muatan peraturan peundang-undangan sesuai 
dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan peraturan yang 
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya 
lebih tinggi. 
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Walikota 
Dalam pembentukan Peraturan Walikota selain didasarkan pada 
Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, juga 
didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 137 
28 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
yang meliputi asas: 
a. Kejelasan tujuan 
Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 
mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; 
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 
Bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh 
lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-
undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-udangan tersebut 
dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga 
negara atau pejabat yang tidak berwenang; 
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan 
Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 
benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan 
jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan; 
d. Dapat dilaksanakan 
Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Peundang-undangan harus 
memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut 
di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 
Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang 
benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 
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f. Kejelasan urusan 
Bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi 
persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, 
sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas 
dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 
interpretasi dalam pelaksanaannya; 
g. Keterbukaan 
Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, 
dan pengundangan bersifat transaparan dan terbuka. Dengan 
demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang 
seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.
20
 
3. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Usaha 
Minimarket 
Pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung 
pengertian minimarket adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan 
penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung 
kepada konsumen akhir dengan cara swalayan. Masyarakat dengan gaya 
hidup modern kini lebih menyukai pasar dengan sistem pengelolaan yang 
tertata, bersih, nyaman, dan strategi. 
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Di minimarket para pengunjung tidak perlu tawar menawar harga 
dengan pedagang, tidak perlu cemas dengan adanya menipulasi timbangan, 
dan tidak perlu cemas akan kualitas barang.
21
 Pertumbuhan minimarket 
saat ini memang cukup mengkhawatirkan. Tidak hanya di kota-kota besar, 
akan tetapi minimarket bahkan sudah menjalar hingga pelosok-pelosok 
desa. Dewasa ini pembangunan minimarket banyak yang berdiri dengan 
jarak kurang dari 250 meter dari Pasar Tradisional dan warung tradisional, 
minimarket tersebut antara lain adalah seperti, Indomaret, alfamart, 
chamart dan lain sebagainya. 
Sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian 
di Kota Bandar Lampung dan semakin bertambahnya jumlah minimarket 
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung, maka 
pemerintah membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut. 
Perubahan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009 
menjadi Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2011. Terdapat tiga point 
perubahan dalam peraturan tersebut, yaitu pertama, perubahan jarak dari 
pendirian minimarket dengan persimpangan jalan. Kedua, jarak jarak 
antara lokasi pendirian minimarket, serta jarak antara minimarket dengan 
pasar tradisional. 
Pada awal tahun 2012 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 
89 Tahun 2011 Tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota 
Bandar Lampung tersebut direvisi kembali menjadi Peraturan Walikota 
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Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di 
Kota Bandar Lampung, isi revisi tersebut pada point 6 pasal 3 tentang 
menambahkan jam buka 24 jam setelah mendapatkan persetujuan 
Walikota dengan syarat yang tertuang pada poin 5 pasal 3 yaitu pelayanan 
selama 24 jam hanya diberikan pada lokasi-lokasi yang berada dekat 
dengan tempat sarana pelayanan sosial (rumah sakit/puskesmas rawat 
inap), terminal antar kota, pelabuhan, kawasan perumahan/pemukiman, 
jalan nasional atau jalan provinsi.
22
 
Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar 
Lampung. Pertama persyaratan lokasi yang tertuang dalam pasal 2. Pada 
Pasal 2 Pembangunan Minimarket harus memenuhi ketentuan yaitu lokasi 
pendirian minimarket mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kota Bandar Lampung dan Rencana Detail Kota (RDTRK) 
Bandar Lampung. Bangunan tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan 
(GSB). 
Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 
(satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m
2
 (enam puluh meter 
persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern. 
Memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m
2
 (empat ratus meter 
persegi). Minimarket hanya dapat didirikan pada radius 50 (lima puluh) 
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Peraturan Walikota Bandar Lampung. Di catat pada tanggal 31 Oktober 2019. 
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meter dari tikungan jalan/persimpangan dan jembatan pada ruas jalan 
arteri dan jalan kolektor, kecuali yang berada pada kompleks 
pertokoan/pusat perbelanjaan dan memiliki lahan parkir yang memadai. 
Pada lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan maksimal 4 
(empat) unit minimarket dalam radius 200 (dua ratus) meter dengan jarak 
antar lokasi pendirian minimarket minimal 500 (lima ratus) meter. Dan 
usaha minimarket harus berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter 
dari Pasar Tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter 
dari warung/pedagang eceran yang berlokasi pada jalan kolektor.
23
 
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Pengertian UKM kecil-menengah pada setiap Negara berbeda, 
tergantung dari kekuatan ekonomi diwilayah tertentu, atau Negara dari 
organisasi tertentu yang memberikan definisi kepada UKM kecil-
menengah. Definisi pada Negara bagian Eropa pasti akan berbeda dengan 
definisi UKM pada Negara Indonesia. 
Usaha kecil (mikro) adalah usaha yang pemiliknya mempunyai jalur 
komunikasi langsung dengan kegiatan operasi dan juga dengan sebagian 
besar tenaga kerja yang ada dalam kegiatan usaha tersebut, dan biasanya 
hanya mempekerjakan tidak lebih dari lima puluh orang.
24
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Pengertian Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia merujuk kepada 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab I pasal I 
menyebutkan bahwa:
25
 
a. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi 
kriteria usaha kecil sebagaiman dimaksud dalam undang-undang ini. 
b. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah 
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 
dalam undang-undang ini. 
2. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah 
Batasan sebutan usaha disebut usaha kecil berubah dari waktu ke 
waktu, ada pun dasar untuk dapat disebut usaha kecil saat ini adalah:
26
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a. Usaha perdagangan atau jasa, bila modal maksimumnya 80 juta 
rupiah. 
b. Usaha produksi, industry, dan jasa konstruksi, bila modal 
maksimumnya 200 juta rupiah. 
Berdasarkan nilai modalnya, UKM dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: 
a. UKM mikro (bermodal kurang dari 50 juta), 
b. UKM kecil (modalnya antara 50 hingga 500 juta), dan 
c. UKM menengah (bermodal lebih dari 500 juta hingga 5 miliar 
rupiah). 
Selain itu masih terdapat ciri-ciri lain, sehingga usaha itu dapat 
dikelompokkan sebagai usaha kecil. Ciri-ciri tersebut adalah: 
a. Usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum. 
b. Operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok. 
c. Usaha ini dimiliki dan dikelola oleh 1 orang. 
d. Usaha tidak memiliki karyawan. 
e. Modal yang digunakan diperoleh dari tabungan pribadi. 
f. Wilayah pemasaran bersifat lokal, sehingga tidak jauh dari pusat 
usahanya. 
Kriteria UKM secara umum ada banyak dengan kriteria yang berbeda, 
diantaranya adalah:
27
 
a. Manajemen bisnis sendiri 
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Pemilik UKM memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil 
keputusan sendiri terkait dengan kemauan usahanya. 
b. Modal usaha terbatas 
Modalnya hanya berasal dari pemilik usaha atau bisa jadi sekelompok 
kecil orang yang ikut menginvestasikan uangnya untuk modal UKM 
tersebut. 
c. Karyawan kebanyakan dari penduduk local 
Pemilik UKM ingin memberdayakan penduduk lokal agar bisa bekerja 
secara mandiri di daerah tersebut. Adanya keterbatasan biaya untuk 
menggaji karyawan yang berasal dari daerah luar. 
d. Bersifat usaha keluarga 
Usaha dijalankan dan dikembangkan sendiri oleh pemilik usaha 
bersama keluarga. 
e. Posisi kunci dipegang oleh pemilik 
Maju mundurnya UKM tergantung sepenuhnya oleh pemilik usaha. 
f. Modal usaha berasal dari keuangan keluarga 
Modal pihak luar hanya dibutuhkan ketika pemilik UKM ingin 
mengembangkan usaha tersebut ke luar daerah. 
g. Menuntut motivasi tinggi 
Untuk memajukan UKM, pemilik usaha dituntut untuk memiliki 
motivasi yang tinggi. 
h. Menggunakan teknologi sederhana dalam proses produksi 
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Teknologi sederhana yang dimaksud adalah alat-alat yang masih 
tradisional dan belum canggih. 
3. Kelebihan dan Kekurangan Usaha Kecil dan Menengah 
Sebagaimana pada umumnya UKM tentu memiliki kelebihan dan 
kekurangan.
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a. Kelebihan UKM 
1) Pemilik memiliki kebebasan untuk bertindak, 
2) Meningkatkan perubahan struktur ekonomi di daerah tempat 
berdirinya UKM, 
3) Meningkatkan kemampuan produktif sumber daya manusia. 
b. Kekurangan UKM 
1) Sistem produksi dan pemasaran relative lemah, 
2) Sulit mendapatkan modal jangka panjang, 
3) Pemilik tidak mampu mengelola usaha dan sumber daya manusia. 
4. Pengertian Pedagang Eceran 
Kegiatan perdagangan besar dan perdagangan eceran adalah sangat 
penting dalam proses penyaluran barang dan jasa. Tanpa usaha 
perdagangan besar dan eceran, sulit produsen menyalurkan barang kepada 
konsumen atau ke pengecer, tapi kegiatan tersebut tidak dapat diandalkan 
dan tidak efisien. 
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Apa yang diartikan dengan perdagangan eceran atau retailing adalah; 
Retailing may be defined as the activities incident to selling goods and 
services to ultimate consumers. Retailing is the final link in the chain of 
distribution of most products from initial producers to ultimate consumers. 
Artinya: Perdagangan eceran bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan 
menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Perdagangan eceran 
adalah mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai 
kepada konsumen.29 
Berikut ini beberapa pengertian pedagang eceran penjualan eceran 
atau ritel dari beberapa sumber buku: 
a. Menurut Tjiptono, Pedagang eceran (retailing) merupakan semua 
kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen 
akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk 
keperluan bisnis.
30
 
b. Menurut Hendri Ma’ruf, ritel adalah kegiatan usaha menjual barang 
atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga 
atau rumah tangga. Sedangkan pengecer adalah pengusaha yang 
menjual barang atau jasa secara eceran kepada masyarakat sebagai 
konsumen, ritel perorang atau peritel kecil memiliki jumlah gerai 
bervariasi, mulai dari satu gerai hingga lebih. 
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c. Menurut Kotler, usaha eceran (retailing) adalah semua kegiatan yang 
melibatkan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada 
konsumen akhir untuk penggunaan pribadi bukan untuk bisnis. 
5. Jenis-Jenis Pedagang Eceran 
Secara garis besar di Indonesia, ritel terbagi menjadi dua jenis, yaitu 
ritel tradisional dan ritel modern. Ritel modern tidak banyak berbeda dari 
pasar tradisional, namun ritel jenis ini penjual dan pembeli tidak 
bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yyang 
tercantum dalam barang (barcode). 
Pedagang eceran yang memiliki toko atau disebut pengecer toko 
(Store Retailers), dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai 
berikut:
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a. Toko Barang Khusus (Specially Store) 
Lini produk yang sempit dengan keragaman yang dalam. Toko 
pakaian adalah toko lini tunggal; toko pakaian pria adalah toko lini 
terbatas; dan toko kemeja pesanan pria adalah toko yang sangat 
khusus. 
b. Toko Serba Ada (Departement Store) 
Beberapa lini produk, biasanya pakaian, perlengkapan rumah dan 
barang kebutuhan keluarga dengan masing-masing lini yang 
ditempatkan sebagai bagian tersendiri yang dikelola pembeli khusus 
atau pedagang khusus. 
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c. Pasar Swalayan (Supermarket) 
Usaha yang relative besar, berbiaya rendah, bermarjin rendah, 
bervolume tinggi, swalayan yang dirancang untuk melayani semua 
kebutuhan untuk makanan, sarana mencuci, dan produk-produk 
keluarga. 
d. Toko Kenyamanan (Convenience Store) 
Toko yang relative kecil dan terletak dekat daerah pemukiman, 
menjual lini terbatas produk-produk kenyamanan dengan tingkat 
perputaran yang tinggi dan harga yang sedikit lebih tinggi. 
e. Toko Diskon (Discount Store) 
Barang dagangan standar yang dijual dengan harga yang lebih murah, 
dengan marjin yang lebih rendah dari volume yang lebih tinggi. 
f. Pengecer Potongan Harga (Off-Price Retailer). 
Barang dagangan yang dibeli di bawah harga pedagang besar biasa 
dan dijual di bawah harga eceran. 
g. Gerai Pabrik (Factory Outlet) 
Dimiliki dan dijalankan produsen dan biasanya menjual barang-
barang yang berlebihan, tidak diproduksi lagi, atau tidak biasa. 
h. Pengecer potongan harga independen (Independent off-price retailer) 
Dimiliki dan dijalankan pengusaha atau divisi perusahaan eceran yang 
lebih besar. 
i. Klub gudang atau klub pedagang besar (warehouse clubs atau 
wholesale clubs) 
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Menjual pilihan terbatas jenis produk kebutuhan pokok, perlengkapan 
rumah tangga, pakaian bermerek dan berbagai jenis barang lain 
dengan diskon yang sangat besar bagi anggota-anggota yang 
membayar iuran keanggotaan tahunan. 
j. Toko Besar (Superstore) 
Ruang penjulan sekitar 35.000 kaki persegi yang ditujukan untuk 
memenuhi seluruh kebutuhan konsumen untuk jenis produk makanan 
dan non-makanan yang dibeli rutin. 
k. Toko Kombinasi (Combination Stores) 
Toko gabungan makanan dan obat yang memiliki ruang penjualan 
rata-rata 55.000 kaki persegi. 
l. Hiperpasar (Hypermarkets) 
Berkisar antara 80.000 hingga 220.000 kaki persegi dan 
menggabungkan pasar swalayan, toko diskon, dan eceran gudang. 
m. Ruang Pameran Katalog 
Pilihan yang sangat banyak barang-barang berharga tinggi, mengalami 
perputaran cepat, dan bermerek dengan harga diskon. 
6. Keuntungan dan Kelemahan Perdagangan Eceran 
 Beberapa keuntungan dari perdagangan eceran kecil adalah:
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a. Modal yang diperlukan adalah kecil dan rentabilitasnya besar, 
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b. Pedagang-pedagang eceran kecil menganggap bahwa pendapatnya 
dari usaha itu merupakan pendapatan tambahan atau kadang-kadang 
hanya iseng atau mengisi waktu luang terutama pada daerah musiman, 
c. Tempat kedudukan pedagang-pedagang eceran kecil biasanya paling 
strategis. Mereka selalu mendekatkan the center of consumers (pusat-
pusat konsumen), 
d. Hubungan antara pedagang eceran kecil dan konsumen adalah kuat 
misalnya kita lihat pembeli-pembeli pada warung-warung kopi 
mengadakan obrolan yang intim sekali dengan pemiliknya. 
 Kelemahan yang terdapat pada perdagangan eceran kecil ini adalah: 
a. Keahlian kurang, 
Administrasi dalam arti pembukuan tidak diperhatikan, sehingga 
kadang-kadang habis dimakan, 
b. Pedagang kecil tidak mampu mengadakan sales promotion. 
Faktor-faktor yang mendorong majunya perdagangan eceran: 
c. Lokasi/tempat toko eceran 
Tempat yang strategis dari toko eceran ini sangat besar pengaruhnya 
kepada kemajuan kelancaran penjualan barang pada toko tersebut. 
Pemilihan lokasi ini sangat penting karena akan mempengaruhi 
tingkat profitabilitas dan kontinuitas usaha dalam jangka panjang. 
Menurut Kotler (2004: 446) dalam Bob Foster, Retailing are 
accustomed to saying thah the three keys to success are location, 
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location and location. Jadi tiga kunci sukses bagi toko eceran adalah 
lokasi, lokasi, dan lokasi. 
d. Kelengkapan Barang 
Lengkapnya barang pada toko-toko eceran akan sangat menarik bagi 
konsumen. Lengkap di sini diartikan barang-barangnya komplit sesuai 
dengan jenis barang yang diperdagangkan. Jika barang tidak lengkap, 
maka konsumen akan mencari toko lain. Pada hati konsumen akan 
timbul anggapan bahwa toko tidak lengkap, akhirnya konsumen 
pindah menjadi langganan toko lain tersebut. 
e. Ketepatan Harga 
Harga yang tepat sangat penting demi kemajuan toko eceran yang 
berada di kota besar. Toko eceran yang menetapkan harga jual yang 
cukup murah, atau harga pasti, harus selalu mencari informasi supaya 
harga yang ditetapkan oleh toko eceran tersebut, terutama untuk 
barang-barang yang sangat terkenal. Bahkan ada toko-toko eceran 
yang menetapkan harga untuk barang-barang yang dikenal umum di 
bawah harga pasar. 
7. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Berdasarkan perkembangannya, usaha mikro diklasifikasikan menjadi 
dua, yaitu: 
a. Liverlihood, yakni usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah 
semata. Jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai sektor 
informal. Contohnya, pedagang kaki lima. 
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b. Micro, yakni usaha mikro yang sudah cukup berkembang, namun 
memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima pekerjaan 
subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor. Sifat 
kewirausahaan tersebut penting supaya masyarakat tidak selamanya 
terpengaruh pada statement menjadi pegawai atau juga karyawan 
sepanjang hidupnya.
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Ada beberapa pengklasifikasian UMKM dari beberapa persfektif atau 
pendekatan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi undang-undang. 
UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM memberikan pengertian dan 
klasifikasi berdasarkan asset dan omset tiap skala usaha sebagai berikut: 
 
Skala 
Usaha 
Kriteria 
Kekayaan Bersih/Aset 
(tisak termasuk tanah 
bangunan tempat usaha) 
Hasil  
Penjualan/Omset 
Usaha 
Mikro 
Maksimal 
Rp50 juta 
Maksimal Rp300 
Juta 
Usaha 
Kecil 
>Rp50 juta- 
Rp500 juta 
>Rp300 juta-Rp2,5 
Juta 
Usaha 
Menengah 
>Rp500 juta- 
Rp10 Milyar 
>Rp2,5 Milyar- 
Rp50 Milyar 
Menurut Badan Pusat Statistik. 
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Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan berdasarkan kuantitas 
tenaga kerja yang digunakan pada setiap unit usaha yaitu: 
a. Usaha Kecil: tenaga kerja 5-19 orang. 
b. Usaha Menengah: tenaga kerja 20-99 orang. 
Menurut Perspektif Perkembangan Usaha. 
Dalam perspektif perkembangan usaha, UMKM diklasifikasikan 
menjadi empat, yaitu: 
a. UMKM Sektor Informal: Seperti pedagang kaki lima; 
b. UMKM Mikro: UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun 
kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan 
usahanya; 
c. UMKM Kecil Dinamis: UMKM ynag sudah mampu berwirausaha 
dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sukontrak) dan 
ekspor. 
d. Fast Moving Enterprise: UMKM yang sudah berwirausaha dengan 
cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.
34
 
8. Prosedur Memulai Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Untuk memulai suatu usaha banyak cerita yang dapat kita ambil 
hikmahnya. Sering kali kita kagung menyaksikan kesuksesan seorang 
pengusaha. Kadang-kadang kita tidak tahu proses keberhasilan pengusaha 
tersebut. Namun, jika kita telaah lika-liku sebelum sukses menjadi 
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pengusaha banyak cerita suka duka di belakang kesuksesannya. Tidak 
sedikit cerita yang menyedihkan di balik sukses yang diraih oleh 
pengusaha tersebut. Ada pengusaha yang memulai usahanya dari nol 
dengan tertatih-tatih. Bahkan sering kali pengusaha tersebut menderita 
kerugian dan nyaris bangkrut. Namun, karena keberanian, kesabaran, 
ketekunan, dan kepandaiannya mengelola usaha dari waktu ke waktu 
selama bertahun-tahun, akhirnya berhasil. 
Dari hasil penelitian di lapangan terdapat beragam cara dan sebab 
untuk memulai usaha, ada lima sebab atau cara seseorang untuk mulai 
merintis usahanya, yaitu
35
: 
a. Faktor keluarga pengusaha; 
Pengusaha yang memulai usaha karena faktor keluarga cukup banyak 
ditemui. Artinya, seseorang memulai usaha karena keluarga mereka 
sudah memiliki usaha sebelumnya. Orang tua atau saudara pengusaha 
tersebut menganjurkan keluarga lainnya untuk membuka usaha 
sendiri. Keluarga sengaja mengader anggota keluarga lain untuk 
meneruskan usaha atau membuka cabang atau usaha baru. Dengan 
demikian, mulai dari modal, suplai bahan-bahan, sampai manajemen 
sang pengusaha pemula tinggal mengikuti yang sudah ada. 
Kesusksesan usaha seperti ini cukup banyak terjadi di berbagai 
belahan dunia termasuk Indonesia. 
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b. Sengaja terjun menjadi pengusaha; 
Sengaja terjun menjadi pengusaha, artinya seseorang dengan sengaja 
mendirikan usaha. Biasanya mereka belajar dari kesuksesan orang 
lain. Mereka mengikuti contoh dari pengusaha yang ada dengan 
mencari modal atau bermitra dengan orang lain. Model ini biasanya 
dilakukan oleh mereka yang berstatus pegawai, namun memiliki 
naluri bisnis. Tidak sedikit model seperti ini mencapai kesuksesan. 
Kesuksesan dan kegagalan orang lain menjadi tuntunan dan pedoman 
pengusaha ini dalam menjalankan kegiatan usahanya. 
c. Kerja sampingan (iseng); 
Faktor berikutnya adalah melakukan usaha dengan tidak disengaja, 
biasanya dilakukan secara iseng. Ini sering disebut sebagai usaha 
sampingan untuk tambahan kegiatan. Usaha ini biasanya dilakukan 
oleh mereka yang mencoba menjual atau memproduksi sesuatu skala 
kecil untuk mengisi waktu luang. Akan tetapi, usaha ini ternyata terus 
meningkat. Meningkatnya pesanan atau permintaan ini terus pula 
direspons oleh pemilik denganmenambah modal dan kapasitas 
produksinya. Maka, kegiatan yang semula dilakukan hanya untuk 
mengisi waktu senggang menjadi kegiatan yang memberikan hasil 
yang luar biasa. 
d. Coba-coba; 
Memulai usaha dengan cara coba-coba cukup banyak dilakukan dan 
juga menuai kesuksesan. Usaha ini biasanya dilakukan oleh mereka 
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yang belum memiliki pengalaman, mereka yang kesulitan mencari 
pekerjaan, atau mereka yang baru terkena pemutusan hubungan kerja 
(PHK). Namun demikian, tidak sedikit usaha yang diawali dengan 
coba-coba ini yang mencapai kesuksesan. 
e. Terpaksa. 
Faktor usaha karena terpaksa memang jarang terjadi, namun 
berdasarkan hasil penelitian ternyata ada beberapa wirausahawan yang 
berhasil karena keterpaksaaan. Mereka biasanya membuka usaha 
karena kehilangan pekerjaan atau menganggur. Kemudian 
memutuskan untuk berwirausaha. Langkah melakukan wirausaha 
dijalankan dengan setengah hati. Namun, kenyataan bahwa usahanya 
memberikan hasil yang lumayan dalam waktu relative singkat 
membuatnya bersemangat. Hal itu menjadi motivasi yang kuat untuk 
memajukan usahanya.
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Di samping faktor minat atau bakat, faktor penentu lainnya adalah 
modal yang dimiliki. Setiap bidang usaha memerlukan modal yang 
besarnya tergantung usahanya. Faktor modal dapat dicari dari berbagai 
sumber, baik dari kantong pribadi, para sanak family, rekan-rekan sejawat, 
atau pinjaman. Namun, untuk usaha baru modal pinjaman relative lebih 
sulit diperoleh karena jarang lembaga keuangan yang mau membiayai 
usaha yang masih baru. 
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Jadi, untuk menentukan bidang usaha yang akan digeluti tergantung 
dari empat faktor sebagai berikut:
37
 
1) Minat atau bakat 
Minat atau bakat sudah ada dan dapat timbul dari dalam diri 
seseorang. Artinya, ketertarikan pada suatu bidang sudah tertanam 
dalam dirinya. Minat juga dapat tumbuh setelah dipelajari dari 
berbagai cara. Namun, seseorang yang memiliki minat dari dalam atau 
bakat dari keturunan akan lebih mudah dan lebih cepat beradaptasi 
dalam mengembangkan usahanya. 
2) Modal  
Modal secara luas dapat diartikan uang. Untuk memulai usaha terlebih 
dulu diperlukan sejumlah uang. Dalam arti sempit modal dapat 
dikatakan sebagai keahlian seseorang. Dengan keahlian tertentu 
seseorang dapat bergabung dengan mereka yang memiliki modal uang 
untuk menjalankan usaha. 
3) Waktu 
Waktu adalah masa seseorang untuk menikmati hasil dari usahanya. 
Setiap usaha memiliki masa yang berbeda-beda ada yang dalam 
jangka waktu pendek ada pula dalam jangka waktu menengah atau 
panjang. Dalam jangka pendek artinya di bawah satu tahun usaha 
tersebut sudah memberikan hasil, misalnya usaha dagang, agribisnis, 
usaha jasa, peternakan ikan atau ayam. Kemudian dalam jangka 
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menengah misalnya usaha jeruk cokelat atau peternakan kambing, 
sedangkan jangka panjang seperti pertanian karet atau kelapa sawit. 
4) Laba 
Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besarnya margin laba yang 
diinginkan. Di samping itu, dalam hall aba yang perlu 
dipertimbangkan adalah jangka waktu memperoleh laba tersebut. 
Margin laba maksudnya jumlah laba yang akan diperoleh (dalam 
persentase tertentu), sedangkan jangka waktu adalah lama tidaknya 
memperoleh laba, sesaat atau terus-menerus. 
5) Pengalaman 
Pengalaman maksudnya pengalaman pribadi pengusaha tersebut atau 
pengalaman orang lain yang telah berhasil dalam melakukan usaha. 
Pengalaman ini merupakan kesalahan dalam menjalankan usahanya 
nanti. 
9. Perizinan 
Dalam mendirikan usaha diperlukan perizinan, meskipun usaha yang 
dijalankan tergolong kecil, aspek tersebut juga sangat perlu diperhatikan. 
Agak sulit memberikan definisi izin. Hal ini dikemukakan oleh Sjachran 
Basah.
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Berikut ini definisi izin menurut beberapa ahli: 
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a. Utrecht memberikan pengertian vergunning (izin) sebagai berikut: 
bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu 
perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya saja asal diadakan 
secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka 
perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan 
tersebut bersifat suatu izin (vergunning).
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b. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti 
menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. 
c. Menurut Sjachran Basah , izin adalah perbuatan hukum administrasi 
negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal 
konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan 
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
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d. Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu 
persetujuan dari pengusaha berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan 
tertentu yang secara umum dilarang.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perizinan merupakan 
upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan 
gangguan pada kepentingan umum. Mengenai tujuan perizinan secara 
umum adalah sebagai berikut: 
                                                             
39
E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Ichtiar, 1957), h.187.  
40
Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi…, h.3. 
41
Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak 
Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Persfektif UUD 1945, (Jakarta: 1995), h.8. 
51 
 
a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas 
tertentu (misalnya izin bangunan). 
b. Izin mencegah bahaya bagi lingkkungan (izin-izin). 
c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang tinggi, izin 
membongkar pada monument-monument). 
d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di 
daerah padat penduduk). 
e. Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan 
aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan dimana pengurus harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu). 
10. Izin Mendirikan Usaha 
Sebelum usaha benar-benar dimulai, satu hal yang tidak boleh 
dilupakan adalah masalah perizinan. Pemerintah, setahap demi setahap 
telah memberlakukan perizinan bagi usaha kecil, yaitu usaha kecil industry 
atau pedagangan yang telah memiliki tempat yang tetap. Ini berarti usaha 
kecil yang tempatnya berpindah-pindah (misalnya pedagang keliling, juga 
usaha penggilingan padi keliling) belum diwajibkan memiliki perizinan. 
Izin itu dimaksudkan untuk mewujudkan pembinaan, pengarahan, dan 
pengawasan terhadap aktivitas usaha. Ada pun izin-izin yang harus 
dimiliki ada beberapa macam dan itu bergantung pada jenis usahanya. Ada 
pun bidang-bidang usaha yang memerlukan izin tersebut sebagai berikut: 
a. Usaha perdagangan memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) dari Kementrian Perdagangan. 
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b. Usaha di bidang kepariwisataan memerlukan Surat Izin Usaha 
Kepariwisataan dari Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. 
c. Usaha jasa konstruksi memerlukan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi 
(SIUJK) dari Kementrian Pekerjaan Umum. 
d. Usaha di bidang industry memerlukan Surat Izin Usaha Perindustrian 
yang dikeluarkan oleh Kementrian Perindustrian. 
Secara umum, untuk usaha industri dan perdagangan diperlukan 7 
perizinan berikut ini:
42
 
a. Izin Prinsip, merupakan persetujuan yang dikeluarkan Pemda 
setempat untuk mendirikan perusahaan industry. Izin ini disebut juga 
persetujuan prinsip mendirikan perusahaan industry. 
b. Izin penggunaan tanah, merupakan izin yang dikeluarkan oleh Kantor 
Agraria Pemda setempat setelah izin pembebasan tanah dimiliki. Izin 
pembebasan tanah berupa sertifikat Hak Guna Bangunan. 
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), ini dikeluarkan oleh Pemda melalui 
Dinas Pengawasan Pembangunan Kota. Persyaratannya, bangunan 
yang didirikan sesuai gambar dan sudah disahkan oleh Kepala Dinas 
dan pelaksanaan pembangunan tidak mengganggu tempat sekitarnya. 
d. Izin Gangguan, izin ini wajib dimiliki perusahaan. Izin gangguan 
setempat. Sebelum mengajukan permohonan izin, perusahaan wajib 
memiliki izin dari RT, RW, desa, serta, serta persetujuan tidak 
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Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik 
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berkeberatan dari tetangga terdekat. Izin ini wajib diperbarui setiap 3 
tahun sekali bila usahanya masih dilanjutkan. Terdapat 4 persyaratan 
penting yang harus dipenuhi untuk mengurus izin. 
1) Tempat usaha dan pekarangan harus selalul bersih. 
2) Hanya buka pada jam tertentu dan tidak mengganggu sekitarnya. 
3) Menyediakan sarana pengamanan seperti pemadam kebakaran dan 
obat-obatan 
4) Diesel tidak berisik dan fondasi dibikin kuat menahan getaran. 
e. Izin Usaha Perdagangan (SIUP), izin ini dikeluarkan oleh 
Departemen/Dinas Perdagangan dan Koperasi melalui Kanwil 
Perdagangan Daerah, dan harus diperbarui 5 tahun sekali. Jika 
disetujui untuk melakukan usaha, maka pengusaha itu memiliki 3 
surat, yaitu SK Menteri tentang pemberian SIUP, SIUP, dan Surat 
Keterangan Identitas Pemilik SIUP. SIUP perusahaan kecil dan 
menengah ditandatangani oleh Kepala Kantor Perdagangan Daerah 
Tingkat II atas nama menteri, sedangkan SIUP untuk perusahaan besar 
ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Perdagangan Daerah 
Tingkat I atas nama menteri. Formulir SIUP untuk perusahaan 
dibedakan warnanya, yaitu warna putih untuk perusahaan kecil, warna 
biru untuk perusahaan menengah, dan warna kuning untuk perusahaan 
besar. 
Persyaratan untuk memperoleh SIUP sebagai berikut: 
1) Salinan kata pendirian usaha dari notaris. 
54 
 
2) Salinan pengesahan anggaran dasar dari departemen kehakiman. 
3) Salinan pendaftaran akta pendirian pada kepaniteraan pengadilan 
setempat. 
4) Salinan berita negara tentang pendirian perseroan terbatas. 
5) Salinan SITU dari pemerintah daerah. 
6) Salinan kartu tanda penduduk (KTP) dan penanggung jawab 
perusahaan. 
7) Salinan surat keputusan ganti nama dari penanggung jawab 
perusahaan yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman/kepala 
daerah tingkat II. 
8) Pas foto 2 (dua) buah ukuran 3x4 dari penanggung jawab 
perusahaan. 
9) Salinan surat keputusan direksi dan persetujuan dari dewan 
komisaris mengenai pendirian cabang atau perwakilan dan nomor 
surat izin usaha perdagangan dari perusahaan setempat. 
f. Wajib Daftar Perusahaan, dikeluarkan oleh Departemen /Dinas 
perdagangan melalui Kanwil Perdagangan setempat. Pendaftaran ini 
paling lambat dilakukan 3 bulan setelah mulai menjalankan usaha, bila 
usaha masih akan diteruskan maka wajib didaftarkan kembali setiap 5 
tahun. 
g. Izin-izin Departemen, dikeluarkan oleh setiap departemen yang 
membawahi bidang usaha yang dijalankan. Sebagai contoh, usaha 
pengolahan hasil pertanian wajib mendaftarkan ke Departemen  
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Pertanian, sedangkan Departemen Kesehatan untuk usaha yang 
menyangkut makanan atau minuman dan obat-obatan. Departemen 
Perindustrian untuk usaha industry dan produksi, sedangkan 
Departemen Pariwisata untuk biro-biro jasa perjalanan. Izin-izin itu 
diajukan melalui Kanwil atau kantor dinasnya. 
11. Perdagangan dalam Islam 
Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan 
membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang 
tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan.
43
 
Perdagangan dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang 
diartikan diatas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Secara 
                                                             
 43Majalah Pengusaha Muslim, Edisi 6 Volume 1. Tanggal 15 2010. 
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etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti saling menukar. 
Sebagaiman firman Allah SWT : 
ََو...َأََح َلََُللاََْلاََ بَْيََعَََوََح ََرَمَ َرلاََب...اَ:َةرقبلا(۵۷۲) 44  
 
Artinya: “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. 
(Q.S Al-Baqarah (2): 275). 
 
Agama Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan, 
dana tau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha 
perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada 
aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim 
berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah 
SWT di dunia dan akhirat. 
Rasulullah adalah orang yang menggeluti dunia perdagangan, 
Rasulullah SAW. Berpegang pada lima konsep yaitu : 
a. Jujur 
b. Ikhlas 
c. Profesionalisme 
d. Silaturahmi 
e. Murah hati 
Dalam persfektif ekonomi Islam mengharamkan orang menimbun dan 
mencegah harta dari peredaran, serta melarang umatnya dalam usaha yang 
menimbulkan mudharat bagi orang lain. Islam mengharamkan mereka 
yang menimbunnya dengan siksa yang perih di hari kiamat. Dalam konsep 
ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, 
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yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Seperti dijelaskan dalam Surah 
An-Nisa ayat 29 : 
ََيَأ َ يََه َلاَاَِذَْيََنَََءََماَُ نَْوََلاََََتْأَُكَُلَْاوََأَْمََََولَُكَْمَََ بَْ يََنَُكَْمََِبَْلاََبَِطَِلََِإَ لَأََْنَََتَُكَْوََنَََِتًَََرةََعَْنَََ تََرَِضاَ
 ََمْنَُكَْمَ  َََۚوََلََ تََْقَُ تَُلَْوَأَاَْ نَُفَِسَُكَْمَ  ََِۚإ َنَََللاََََكََنََِبَُكََْمَرَِحَْيًَمااسّنلا(:َء۵۹) 45 
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah 
kamu membunuh dirimu.” (Q.S An-Nisa ayat (4): 29). 
 
Dalam Islam ada beberapa macam perdagangan atau jual beli yang 
dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang 
melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut 
:
46
 
a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk pasar untuk 
membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, 
sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga 
yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar 
yang berlokasi di perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila 
orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini 
tidak apa-apa. Rasulullah SAW bersabda : 
ََقََلاَََرَُسَْوَُلََِللاَََلَمَصَََيَِبْيَُعَََحَِضاٌََِرَلَبٍَدَا)ملسموَىراخبلاَهاور(  
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 46Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers), h.82. 
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Artinya: “Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang kota) barang 
orang dusun (baru datang).” (Riwayat Bukhari dan Muslim). 
 
b. Menawar barang yang sedang ditawar orang oleh orang lain, seperti 
seorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang 
memberi dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena 
akan menyakitkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda : 
ََلََيَُسَْوَُمَ َرلاَُجَِلَََعََلََسَىَْوَِمََأَِخَْيَِوَ)ملسموَيراخبلاَهاور(  
Artinya: “Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran 
saudaranya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim). 
 
c. Jual beli dengan najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi 
harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar 
orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. 
Rasulullah SAW bersabda : 
ََ نََهََرَىَُسَْوَُلََِللاَََعَمَصَِنَ َنلاََجَِشَ)ملسموَىراخبلاَهاور(  
Artinya: “Rasulullah SAW telah melarang melakukan jual beli dengan 
najasyi”. (Riwayat Bukhari dan Muslim). 
 
d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: 
“Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja 
kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.” Rasulullah SAW 
bersabda : 
ََقََلاَََرَُسَْوَُلََِللاَََوَمَصََلَََيَِبْيَُعَ َرلاَُجََلَََعََلََ بَىَْيَِعَََأَِخَْيَِواخبلاَهاور(  
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َىر)ملسمو  
Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak menjual atas 
penjualan orang lain.” (Riwayat Bukhari dan Muslim). 
Dalam perdagangan, Islam juga mengatur mengenai pembagian lapak 
agar diperoleh keharmonisan dalam sistem perdagangan. Rasulullah SAW 
secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan 
yang bermoral yakni perdagangan yang jujur dan adil serta tidak 
merugikan kedua belah pihak. Mengenai pembagian lapak Imam Al-
Ghazali dalam Kitab Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab berpendapat 
bahwa: 
ينِطَلَ سلاَاَىاَن َبَِتِ لاَُقاَوْسَاْلاَ لَِازَغْلاََلَاقَََوْمَْلِابَاَهيِفََُةراَج تلاَُمُرَْتََِمَاَرْلْاَِلا
َْنَِإفَاَىاَنْكُسَوَاًيِصاَعََناََك ٍّيِعْرَشٍَقِيَرطِبًَأىْيَشََبَسََكوٍََةرْجُِأبَاَه َنَكَسََُهاَنْكُسِب
َْنِكَلَو َُوْنِماوُر َتْشَيَْنَأَِسا نِللَوَُوُبْسََك ُمُرَْيََلَوََُءَار شلَافَىَرْخُأًَاقوُساوُدَجَوَْنِإََلَْوَأَاَه ْ نِم
ََءَار شلاَ نَِلَََُةر ْثََكوَاَىاَنْكُسَفٌَِبْيِغْر َتَوََاِنِا كُسِلٌََةناَعِإََلَوُْلاَْنِمَََاِتَِرْجُأَُللاَو
َُمَلَْعاََلَاَع َتَوََُوناَحْبُس47 
Artinya: “Imam Al-Ghazali mengatakan, „Aktivitas penjualan dan 
pengambilan lapak di dalam bangunan pasar yang difasilitasi pemerintah 
dengan biaya yang haram, juga haram dilakukan. Kalau seseorang 
menempatinya dengan biaya sewa tertentu dan ia membuka usaha dengan 
biaya sewa tertentu dan ia membuka usaha dengan cara syar‟i, maka ia 
terbilang bermaksiat atas pengambilan lapaknya. Sedangkan usahanya 
sendiri tidak diharamkan. Masyarakat juga boleh menurut syar‟i 
berbelanja kepadanya. Tetapi jika ada pasar alternative, masyarakat tentu 
lebih utama berbelanja di pasar alternative tersebut karena aktivitas 
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belanja di pasar sebelumnya itu tidak lain menolong penjual yang 
menempati lapak, membuat nyaman penempatan lapak, dan tentu saja 
memperbanyak modal bagi penjual untuk biaya sewa lapak.” 
D. Dasar Hukum Mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Usaha 
Minimarket 
Syeikh Wahbah bin Mustafa Al Zuhayli adalah seorang Ulama Fikih 
Kontemporer dan Ahli Tafsir ia berpendapat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa 
Adillatuh. 
ََقلاَِعاََدَُةَََثلاَِلاََثَُةَََ تَََر تََبَََضََرٌَرََأَْعََظَُمََِمََنََ
َ
لاَْصََلََحَِةَِإ:ََذاََْساََ تَْعََمََلََِلاَْنََسَُناَََح َقَُوََِبََقَْصٍَدَ
ََْتَََِقْيَِقََ
َ
لاَْصََلََحَِةََ
َ
لاَْشَُرَْوََعَِةَََِمْنَُو،َََََولَِكَْنَََ تَََر تََبَََعََلَِفَىَْعَِلَِوَََضََرٌَرََُيَِصَْيَُبَََغَْ يَََُرهََأَْعََظَُمََِمََنَ
َ
َ
لاَْصََلََحَِةََ
َ
لاَْقَُصَْوََدَِةَََِمْنَُوَأَ,ََْوُيََسَِواَْ يََه,اَََُمِنََعََِمَْنََََذِلََكَََس َداََِل َذلََرَِءاَِعََسَ,ََوٌَءاََأََكََناَ َضلاََرَُرَ
ََولاَِقاَِعَََعًَماَُيَاَِصَِيَُبَََلاََمََعاََة,ََأَْوََخًَصاَِبَاََشَْخٍَصََأَْوََأَْشََخٌَصاَََو َدلاََِلْيَُلَََعََلَ
َ
لاَىَْنََعَََ قَْوَُل َرلَ
َُسَْوَِلَََص َلَُللاَىَََعَََلْيَِوَََوََس َلم 48َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 “Kaidah ketiga adalah dampak mudharat yang lebih besar dibanding 
maslahatnya. Ketika seseorang menggunakan haknya dengan tujuan 
mewujudkan sebuah kemaslahatan yang dapat dilakukan, tetapi usahanya 
menimbulkan mudharat bagi orang lain yang lebih besar dibanding atau 
setara dengan maslahat yang direncanakan, maka harus dicegah sebagai 
bentuk preventif, sama saja apakah mudharat itu bersifat umum yang 
menimpa banyak orang atau bersifat khusus orang per orang.” Argumentasi 
atas larangan ini adalah sabda Rasululah SAW, „Tidak mudharat dan 
memudharatkan.‟ 
Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini 
tentunya dapat dipakai untuk mengembangkan lebih lanjut atas tatanan 
kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan berbisnis. Dalam Islam 
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dilarang melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi 
orang lain. Suatu tindakan harus ditujukan untuk mendatangkan kemaslahatan 
atau kebaikan bagi orang banyak, agar terciptanya kehidupan manusia yang 
aman, sejahtera dan adil. 
Serta pandangan pada kutipan fikih empat madzhab berikut ini: 
َُهللاى لَُصُلُْو َقََع،َرَرَضَل(:َم لَسَوِهْيَل)َرَارِضَلَوَرَر ضلاَوُُىرَار ضلاَوَِمِلْسُمَ لُكِلَيِغَبْن َيَُو نإ َِ،ُهاَنْعَمَو
َْنَأََْنَعََُهرَرَضََعَفْر َيََ لَُك ىَلَعَُبَِيََوَ.ِِهْيَْغٍَرِدَاقٍَسِْيَئرََْنَأَ ُُهرْ يَغْوَأَ،اًمِكاَحََناََك ٌءاَوَس
َْنَعَرَر ضلاََعَفْر َيَََلََف،ِوْيِسْوُؤْرَمَْنَأٍَدَحََِلَُِحَمُْسيََلَوَ،َوُىَْمِهْيِذْؤ ُيََ  كَشََلَا مَِوَ.ْمِهْيِذْؤ ُي
ٍَنْو ُنَاقَ ِنْوُدِبَ َسا نلاَ َكْر َتَ  َناَ ،ِوْيِفََِثْيِدَلْاَ اَذَىَ ُفِلَاُيَُ ،َرَر ضلاَوَىََذلِاَ ُمُه ْ نَعَ ُعَفْر َي
 َلُكَفََُِقٍيرَرَضَُعْفَرَوٌَةَعَف ْ نَمَِوْيِفَِحِلاَصٍَمْكُحَُْعر شلاَُه رَََََََََََََوْيِضَتْر َيَو 49ََََََََََََ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
Artinya: “Pengertian sabda Rasulullah SAW, „tidak mudharat dan 
memudharatkan‟ adalah semestinya seorang Muslim, menghilangkan 
mudharat dari saudaranya. Setiap pemimpin apakah ia pemerintah atau 
bukan wajib melenyapkan mudharat dari para pengikut atau masyarakatnya. 
Ia tidak boleh menyakiti mereka. Ia tidak boleh mengizinkan siapapun untuk 
menyakiti mereka. (Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqhu ala Madzahibil 
Arba‟ah, jus V, halaman 193). 
Kehidupan perekonomian dalam masyarakat dapat berjalan dengan 
seimbang diperlukan campur tangan pemerintah dalam menentukan kebijakan 
ekonomi khususnya. Hal tersebut menyangkut kemaslahatan masyarakat 
banyak. Tidak hanya pedagang tetapi juga msyarakat sipil yang sebagai 
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konsumen. Dalam hal kemaslahatan ini, Islam mengaturnya dalam konsep 
kaidah fiqh, yaitu : 
 َرَصَتَِْلاَُفَِاَمَ َرلاَىَلَعَمَِع َيَِةَََمَُ نَْوٌَطََِبَْلاََمَْصََلََحَِة 50 
Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung 
kepada kemaslahatan.” 
Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau suatu 
kebijakan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat 
dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk 
mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah 
penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin 
serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. 
E. Maslahat Mursalah 
1. Pengertian Maslahat Mursalah 
Maslahat mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung 
oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk 
mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan 
mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahat mursalah 
disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui 
kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara maslahat 
mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan 
arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan 
kerusakan bagi manusia. 
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http://www.abdulhelim.com/2012/09/kumpulan-kaidah-fikih-tentang-siyasah-politik-
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Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. 
Tingkatan-tingkatan itu, ialah :
51
 
a. Tingkat pertama yaitu tingkat dhurari, tingkat ini terdiri atas lima 
tingkat pula, tingkat pertama lebih utama dari yang kedua, yang kedua 
lebih utama dari yang ketiga dan seterusnya. Tingkat-tingkat itu ialah : 
1) Memelihara agama. 
2) Memelihara jiwa. 
3) Memelihara akal. 
4) Memelihara keturunan. 
5) Memelihara harta. 
b. Tingkat yang kedua adalah tingkat yang diperlukan. 
c. Tingkat ketiga, ialah tingkat tahsini. 
Alam mengistinbatkan hukum, dibedakan antara qiyas, istihsan dan 
maslahat mursalah. Pada qiyas ada dua peristiwa atau kejadian, yang 
pertama tidak ada nashnya, karena itu belum ditetapkan hukumnya, sedang 
yang kedua ada nashnya dan telah ditetapkan hukumnya. Pada istihsan 
hanya ada satu peristiwa, tetapi ada dua dalil yang dapat dijadikan sebagai 
dasarnya. Dalil yang pertama lebih kuat dari yang kedua, tetapi karena ada 
sesuatu kepentingan dipakailah dalil yang kedua. Sedang pada maslahat 
mursalah hanya ada satu peristiwa dan tidak ada dalil yang dapat dijadikan 
dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa itu, tetapi ada suatu 
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Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., Dr. Sohari, M.H.,M.M. Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali 
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kepentingan yang sangat besar jika peristiwa itu ditetapkan hukumnya, 
karena itu ditetapkanlah hukum berdasar kepentingan itu. 
2. Dasar Hukum 
Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara’, 
menyatakan bahwa dasar hukum maslahat mursalah, ialah :
52
 
a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, 
demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya, kenyataan 
menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi 
pada masa Rasulullah SAW., kemudian timbul dan terjadi tidak lama 
setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil 
yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah 
kehidupan manusia. Dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana 
yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai 
dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, 
maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, 
keadaan dan tempat. 
b. Sebenarnya para sahabat, tabi’in, tabi’ut tabi’in dan para ulama yang 
datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat 
segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum 
muslimin pada masa itu.  
3. Objek Maslahat Mursalah 
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Yang menjadi objek maslahat mursalah, ialah kejadian atau peristiwa yang 
perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu nash (Al-Qur’an dan 
Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh 
kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fiqh, demikian pernyataan 
Imam Al-Qarafi Ath-Thufi dalam kitabnya Mashalihul Mursalah 
menerangkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya. Menurut 
Imam Al-Haramain: Menurut pendapat Imam Asy-Syafi’i dan sebagian 
besar pengikut Mazhab Hanafi, menetapkan hukum dengan maslahat 
mursalah harus dengan syarat, harus ada persesuaian dengan maslahat 
yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama. 
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